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WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN V/ALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 4S TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kementerian Dalam Negeri
telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. barnwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

c. bahwa berdasar<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan £, serta dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan darn Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu
menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Pedoman
Penyusunian  Anggaran  Pendapatan Befanja Daerah Kota
Prabumulih Tahun Anggaran 2016.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Prabumulit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik kil

Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undarg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Masional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-UUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Prctokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republix Indonesia Nomor 4416); Sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peratiuran Pemerintah  Nomaor 23 Tahun 2005  fentang
Pengelolaan Keuangan ‘Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
tembaran Nejara Republik Indonesia  Nomor  4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo - 5340);;
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20.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan {embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan ates Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan  Pemerintah Nomar 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan [Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578),;

peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan  ©an penerapan Standar pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

peraturan Perncrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Namar 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);




21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggarzn 2016 (Berita Negara Republiik Indonesia Tahun
2015 Nomor 903);

23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Prabumulir Tahun 2012 Nomor 3).

MEIASTUSKAN -

Menetapkan . PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daeran yang dipanas dan disetujul
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD Kota prabumulih, dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.

2. Pedoman Penyusunan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016 adalah pokok-
pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam
penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Kota Prabumuiin Tahun Anggaran

2016.
3. Pemerintah Daerah adafah Pemerin‘att Kota Prabumulih.

4, Kepala Daerah adalah Walikota Prabumulih.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBD Tahuri Anggaran 2016, meliputi:
a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah;
b. Prinsip Penyusunan APBD;
c. Kebijakan Penyusunan APBD;
d. Teknis Penyusunan APBD; dan
e. Hal-hal Khusus Lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016
sebagdirnara dimaksud pada ayai (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.




Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Walikota ini diundangkan dengan
penempatannya dalam dalam Berita Dzerah Kota Prabumulih.
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Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 3o Juli 2015

WALIKOTA PRA i
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Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 3¢ Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 564




